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ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pengaruh sanksi pajak, moral pajak, dan
persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan yaitu
pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada wajib pajak orang
pribadi. Sampel penelitian menggunakan Snowball Sampling dengan jumlah responden
sebanyak 154 orang. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode Structural
Equation Modelling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan sofiware SmartPLS 4.0.
Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak dan moral pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, persepsi keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Nilai R-Square sebesar 0,736 mengindikasikan bahwa variabel sanksi
pajak,moral pajak, dan persepsi keadilan dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar
73,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Pada temuan
penelitian ini memberikan implikasi bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat
dilakukan melalui penegakan sanksi perpajakan serta peningkatan kesadaran moral pajak pada
masyarakat.

Kata kunci : Sanksi Pajak; Moral Pajak; Persepsi Keadilan;, Kepatuhan wajib pajak orang
pribadi

ABSTRACT

The effect of tax sanctions, tax morale, and fairness perceptions on individual taxpayer
compliance was investigated in this research using a quantitative method, with data collected
through an online survey distributed to individual taxpayers, where 154 respondents were
selected through snowball sampling. The collected data were processed using the Structural
Equation Modelling-Partial Least Squares (SEM-PLS) approach, supported by SmartPLS 4.0
software, and the analysis revealed that tax sanctions and tax morale each contribute positively
to taxpayer compliance, while fairness perception was found to have no meaningful impact on
compliance levels. An R-Square value of 0.736 was obtained, showing that 73.6% of the
variance in taxpayer compliance can be attributed to tax sanctions, tax morale, and fairness
perception combined, with factors beyond the scope of this study accounting for the remaining
percentage, and based on these findings, it can be implied that compliance among taxpayers
may be improved through firmer application of tax sanctions along with greater efforts to raise
awareness of tax moral within society.

Keywords : Tax Sanctions, Tax Morale, Perceptions of Fairness; Individual Tax Compliance

PENDAHULUAN
Pajak selaras dengan peraturan perundang-undangan ialah iuran wajib untuk di setor ke
kas negara baik perorangan maupun badan usaha, bersifat imperatif demi kepentingan umum
serta tanpa imbalan langsung (Dwijayanto, 2023). Kontribusi pendapatan negara bersumber dari

pajak tergolong dominan, mencapai lebih dari 70,6% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Negara (APBN) (Kementrian Keuangan RI, 2024). Kendati demikian, persoalan tingkat
kepatuhan khususnya di kelompok wajib pajak orang pribadi, masih menjadi isu krusial yang
perlu mendapatkan perhatian serius. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengindikasikan
tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak orang pribadi selama
beberapa tahun terakhir belum berada pada level ideal. Tercatat taraf kepatuhan pada 2022
sebesar 58,67%, naik menjadi 61,80% pada 2023, dan kembali melesat pada tahun 2024
sebesar 73,61% (Direktorat Jenderal Pajak, 2023, 2024; Kementrian Keuangan RI, 2023).
Walaupun grafik cenderung membaik, capaian tersebut masih belum mencapai target pelaporan
SPT tahunan yang ditetapkan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa berbagai upaya peningkatan
kepatuhan belum membawa perubahan menuju tingkat yang benar-benar optimal.

Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya merupakan perilaku wajib pajak, upaya
menuntaskan seluruh kewajiban yang di landaskan kesadaran serta kedisiplinan guna
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara tepat, lengkap, dan sesuai tenggat yang
diatur peraturan perundang-undangan (Maulinda, 2024). Literatur perpajakan mengidentifikasi
sejumlah dimensi yang membentuk perilaku kepatuhan pada wajib pajak, mencakupi aspek
yang berasal dari eksternal maupun dari internal wajib pajak. Dalam konteks pengaruh eksternal,
elemen sanksi pajak yang kerap menjadi sorotan. Berbagai kajian empiris terdahulu
mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong
perilaku patuh subjek pajak (Gaol & Sarumaha, 2022; Umam & Arifianto, 2023; Yoga & Dewi,
2022), yang berarti penerapan sanksi mampu memacu kepatuhan. Sebaliknya, riset lain
memperoleh temuan berbeda. Kepatuhan tidak senantiasa dipengaruhi sanksi secara signifikan,
khususnya bila tidak diiringi faktor pendukung seperti kesadaran dan pemahaman perpajakan
(Maulida et al., 2026; Sada & Wekan, 2024; Yan & Wangdra, 2024). Kondisi ini menegaskan
instrumen sanksi pajak terbukti tidak efektif upaya membentuk perilaku patuh di kalangan
subjek pajak.

Di luar faktor eksternal, aspek internal berupa moral pajak turut memegang kontribusi
krusial dalam pembentukan kepatuhan. Moral pajak artikan sebagai motivasi dalam individu
seseorang yang tumbuh secara alami untuk menjalankan tanggung jawab perpajakan tanpa
paksaan, yang berakar pada nilai moral dan kesadaran sebagai bagian dari warga negara.
Berbagai Kajian menunjukkan moral pajak berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak
(Rachmadani et al., 2025;Darmayasa et al., 2022; Kristy et al., 2022; Torgler, 2011). Makin
tinggi moral pajak individu, makin besar pula keinginan untuk patuh. Meski begitu, terdapat
pula riset yang menentukan pengaruh moral pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan (Astuti et
al., 2025; Safitri et al., 2025). Temuan ini memperlihatkan bahwa moral pajak sendiri belum

tentu mampu menggerakkan kepatuhan tanpa adanya faktor lain agar dampaknya optimal.
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Selanjutnya, persepsi keadilan merujuk pada cara penilaian subjek pajak seberapa adil
pemberlakuan sistem perpajakan dalam penetapan tarif, distribusi beban pajak, serta
pemanfaatan penerimaan pajak (Judijanto, 2024). Keadilan menjadi dasar utama dalam sistem
perpajakan karena berkaitan erat dengan legitimasi pemungutan pajak. Beberapa kajian
sebelumnya menemukan bahwa persepsi keadilan memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara
signifikan (Khan & Tjaraka, 2024; Rizal, 2024), yang mengisyaratkan bahwa keadilan sistem
perpajakan yang telah terwujud dengan baik dapat menaikkan tingkat kepatuhan. Namun
demikian hasil sebaliknya juga ditemukan, dimana persepsi keadilan tidak selalu berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan (Anggraini & Khairunnisa, 2022; Kristanti & Anggraeni, 2026),
yang menandakan belum terwujudnya kesetaraan perlakuan terhadap wajib pajak. Berpijak pada
paparan tersebut, peran sanksi pajak, moral pajak dan persepsi keadilan dalam memengaruhi
kepatuhan masih layak di telaah lebih dalam mengingat hasil yang belum konsisten.

Beragam kajian telah meneliti sejumlah faktor yang berkontribusi membentuk
kepatuhan subjek pajak, Terdapat pula beberapa kesenjangan dari kajian sebelumnya. Pertama,
hasil penelitian terkait sanksi pajak, moral pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan
wajib pajak masih menunjukkan inkonsistensi pada hasilnya. Kedua, riset yang menyatukan
ketiga variabel itu dalam satu kerangka model masih jarang, terlebih di Indonesia dalam
konteks wajib pajak orang pribadi.

Mengacu pada temuan tersebut, studi ini diarahkan guna mengkaji pengaruh sanksi
pajak, moral pajak, dan persepsi keadilan dalam menentukan kepatuhan subjek pajak orang
pribadi. Secara teoritis, riset ini diharapkan memperkaya kajian perpajakan yang berbasis
perilaku subjek pajak. Secara praktik, hasilnya mampu dijadikan rujukan kepada otoritas pajak
ketika memformulasikan strategi perpajakan yang komprehensif, guna mendongkrak kepatuhan
wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Compliance Theory

Teori kepatuhan menjelaskan suatu keadaan ketika seseorang menaati perintah maupun
aturan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan tampak dari pemenuhan kewajiban
yang berpijak pada ketentuan hukum yang diakui secara umum. Penyetoran pajak yang
dilakukan tepat waktu menghindarkan wajib pajak dari kerugian akibat keterlambatan
membayar maupun melapor, sekaligus menjadi bentuk kontribusi terhadap negara (Situngkir,
2023). Sejalan dengan itu, Milgram (1963) menyatakan kondisi individu patuh terhadap regulasi
atau kebijakan yang berlaku. Ada dua pandangan ilmu sosiologi terhadap perilaku patuh akan
hukum, yaitu Instrumental dan normatif. Pandangan instrumental berangkat dari asumsi bahwa

individu pada dasarnya digerakkan oleh kepentingan pribadi serta persepsi atas perubahan yang
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berkaitan dengan perilakunya. Dengan kata lain, kepatuhan muncul dari pertimbangan untung
rugi. Sementara itu, perspektif normatif berkaitan dengan pandangan moral seseorang yang
dapat bertentangan dengan kepentingan pribadinya, individu yang taat hukum dipandang selaras
dengan norma yang dianutnya. Kedua pandangan ini tidak saling meniadakan, melainkan
menyoroti dua jalur yang bertolak belakang namun bertujuan sama. Instrumental menekankan
tekanan eksternal (sanksi, pengawasan), serta normatif menekankan kesadaran internal (moral,
nilai). Studi (Marfiana et al., 2025) menyatakan bahwa kepatuhan tidak hanya lahir dari
ancaman berupa sanksi, melainkan juga dari kepercayaan terhadap lembaga pajak serta cara
pandang individu atas menilai tingkat keadilan sistem perpajakan. Dengan demikian, teori
kepatuhan memaknai perilaku patuh wajib pajak sebagai produk dari tekanan eksternal
sekaligus kesadaran internal yang dimiliki setiap individu (Perera et al., 2026).
Theory Attribution

Teori atribusi yang digagas Fritz Heider (1958) mengemukakan kecenderungan individu
untuk menilai pemicu suatu perilaku berdasarkan faktor internal dan eksternal. Dalam ranah
perpajakan, wajib pajak menjalani proses atribusi guna menetapkan alasan dibalik kepatuhan
atau ketidakpatuhannya. Pengembangan lebih lanjut oleh Harold Kelly menyoroti mekanisme
penentuan penyebab, sedangkan Bernard Weiner menekankan konsekuensi atribusi terhadap
perilaku selanjutnya. Dalam penelitian ini, sanksi pajak diposisikan sebagai faktor eksternal
yang menggerakkan kepatuhan melalui tekanan dan konsekuensi hukum, moral pajak menjadi
faktor internal yang merefleksikan kesadaran serta tanggung jawab individu, sementara persepsi
keadilan mewakili penilaian kognitif atas sistem perpajakan. Dengan mengintegrasikan ketiga
faktor ini membentuk atribusi wajib pajak yang pada gilirannya turut menentukan tingkat
kepatuhan dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya
Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagaimana dikemukakan (Alem Janitra, 2023) kondisi ketika subjek pajak menjalankan
seluruh tanggung jawab perpajakan dan melakukan hak perpajakan berdasarkan ketetapan dan
aturan yang berlaku disebut kepatuhan wajib pajak. Perilaku patuh tersebut terlihat dari
kesediaan wajib pajak dalam menentukan besaran pajak, melakukan pembayaran, dan
menyampaikan pajak secara akurat, kelengkapan pelaporan, dan ketepatan waktu pelaporan.
namun, perilaku patuh dikatakan sebagai pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan
secara sadar dan bertanggung jawab (June et al., 2019). Perbedaan penekanan ini penting,
seperti yang didefinisikan Alem Janitra (2023) kepatuhan dapat diukur dari output pelaporan
(behavioral-administratif), sedangkan June et al (2019) perilaku kepatuhan hasil dari kesadaran

dalam diri.
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Sanksi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019), sanksi pajak yakni konsekuensi yang diberlakukan
berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang dipatuhi wajib pajak, sekaligus bertujuan sebagai alat
preventif dalam menangani pelanggaran yang dilakukan. ketetapan sanksi pajak yang optimal
diharapkan dapat mendorong sikap patuh pada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya
secara akurat dan ketetapan waktu dalam pelaporan, sehingga mendukung efektivitas sistem
(Caroline et al., 2023).
Moral Pajak

Menurut pandangan (Torgler, 2011), kepatuhan wajib pajak tidak selalu bergantung pada
faktor-faktor eksternal seperti sanksi atau pengawasan. Komponen lain yang sama pentingnya
yakni moral pajak, yaitu sebuah hasrat dari dalam individu subjek pajak. Moral pajak
mencerminkan sejauh mana seorang bersedia membayar pajak atas kesadaran, integritas moral
dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Tinggi rendahnya moral pajak seseorang dapat
menjadi penentu seberapa patuh individu tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakannya
(Rahim et al., 2023).
Persepsi Keadilan

Menurut (Sihombing & Nuryanah, 2024) persepsi keadilan perpajakan dimaknai penilaian
subjek pajak atas tingkat keadilan pada sistem perpajakan, baik dalam pembebanan pajak,
penerapan aturan maupun manfaat yang diterima. Persepsi ini merepresentasikan seberapa besar
pendapat subjek pajak atas mekanisme perpajakan yang diberlakukan secara merata dan
proporsional, sehingga mendorong sikap patuh pada subjek pajak melakukan seluruh
kewajibannya (Candra Dewi et al., 2023).
Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Suatu tindakan memberikan hukuman terhadap ketidakpatuhan subjek pajak yang timbul
sebagai akibat dari pelanggaran regulasi perpajakan, baik dalam bentuk sanksi administratif
maupun pidana, dengan maksud mendorong kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak (Husaeri
& Utami, 2023). Sanksi pajak menurut Firmansyah et al. (2022) merupakan implementasi
kebijakan yang diterapkan agar mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak serta memberikan
konsekuensi atas ketidakpatuhan yang dilakukan. Selain itu juga, Herlita et al. (2025)
memaparkan sanksi pajak didefinisikan sebagai mekanisme kontrol yang diberlakukan oleh
otoritas perpajakan sebagai upaya dalam memastikan subjek pajak telah memenuhi tanggung
jawab perpajakan berdasarkan kebijakan serta aturan. Pengaplikasian sanksi pajak membuat
munculnya sikap mempertimbangkan risiko dan konsekuensi ketika melakukan pelanggaran.
Kajian sebelumnya mendapatkan hasil sanksi pajak memiliki kontribusi positif terhadap

kepatuhan subjek pajak (Gaol & Sarumaha, 2022; Toniarta & Merkusiwati, 2023; Umam &
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Arifianto, 2023; Yoga & Dewi, 2022) Mengindikasikan bahwa efek jera bekerja sebagaimana
yang diasumsikan oleh teori kepatuhan maupun teori atribusi. Sanksi sebagai faktor eksternal
berfungsi menekan individu untuk patuh guna menghindari konsekuensi hukum. Berbeda
dengan temuan oleh (Maulida et al., 2026; Sada & Wekan, 2024; Yan & Wangdra, 2024)
menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, jika tidak diiringi
kesadaran dan pemahaman perpajakan yang memadai. Mengacu pada hasil tersebut, efektivitas
sanksi pajak bersifat kondisional, bergantung pada sejauh mana wajib pajak memahami
ketentuan sanksi serta konteks kepatuhan sukarela yang mendasarinya. berdasarkan uraian di
atas, berikut hipotesis pertama yang dirancang:
H1: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moral pajak (Tax Morale) merupakan sebuah motivasi individu secara sukarela dan tidak
adanya ancaman untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Kesadaran individu dalam
menstimulasi perilaku wajib pajak upaya menjalankan tanggung jawab perpajakan berdasarkan
hati nurani serta nilai norma, bukan karena paksaan eksternal berupa sanksi (Luahambowo &
Linawati, 2025). Selain itu, menurut Moroki et al. (2025) dorongan intrinsik pada diri individu
upaya melaksanakan kewajiban wajib pajak juga mengacu pada keinginan seseorang untuk turut
serta tanpa paksaan kepada pemerintah dalam menaati dan melaksanakan kewajiban. Studi
tersebut menunjukkan moral pajak mempunyai kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kajian terdahulu memperoleh bahwa moral pajak mempunyai dampak positif terhadap
kepatuhan wajib pajak (Carmilia Rachmadani et al., 2025; I Nyoman Darmayasa et al., 2022;
Kristy et al., 2022; Rahim et al., 2023; Torgler, 2011) Makin tinggi moral pajak individu,
semakin besar pula dorongan untuk patuh secara sukarela. Namun hasil riset lain menemukan
pengaruh moral pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan (Astuti et al., 2025; Safitri et al.,
2025), Moral pajak belum tentu cukup dalam menggerakkan kepatuhan pada wajib pajak tanpa
didukung faktor lain. Berdasarkan kajian sebelumnya tentang pengaruh moral pajak atas
kepatuhan wajib pajak. Berikut hipotesis kedua yang dirancang:
H2: Moral Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi keadilan merujuk pada sikap wajib pajak terkait kapabilitas sistem
perpajakan yang dianggap adil pada penetapan besaran tarif, proporsi beban pajak, serta
pengalokasian penerimaan pajak (Judijanto, 2024). Sebaliknya, jika ada ketidakadilan dalam
distribusi beban pajak, dapat menurunkan kepercayaan dan mendorong perilaku tidak patuh.
Persepsi keadilan menjadi faktor penting yang membentuk sikap patuh dan perilaku subjek
pajak (Rahim et al., 2023). kajian terdahulu mendapatkan hasil persepsi keadilan memiliki
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Kontribusi signifikan atas perilaku patuh pada wajib pajak (Khan & Tjaraka, 2024; Rizal, 2024).
Studi tersebut menjelaskan bahwa kesetaraan yang dipandang dari sistem pajak berdampak
meningkatkan niat patuh tanpa harus melalui motivasi ancaman seperti sanksi dan pemeriksaan
oleh otoritas pajak. Sebaliknya, Anggreani & Rantelangi (2024) serta Kristanti & Anggraeni
(2026) mendapat hasil persepsi keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak, hal ini menunjukkan belum terwujudnya kesetaraan perlakuan terhadap wajib pajak.
Perbedaan temuan ini mencerminkan bahwa peran persepsi keadilan terhadap kepatuhan
tergantung pada sejauh mana sisttem perpajakan telah dipersepsikan adil oleh wajib pajak.
Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tentang persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib
pajak, berikut hipotesis ketiga yang di rancang:

H3: Persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Merujuk pada temuan di atas, terdapat kesenjangan pada penelitian sebelumnya.
Pertama, menunjukkan inkonsistensi pada kajian terkait sanksi pajak, moral pajak, dan
persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua kajian yang menyatukan ketiga
variabel ini dalam satu model penelitian masih jarang ditemukan, khususnya pada konteks wajib
pajak orang pribadi di Indonesia. Berpijak pada dua celah tersebut, kajian ini diarahkan untuk
mengevaluasi pengaruh sanksi pajak, moral pajak, dan persepsi keadilan secara simultan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam upaya memberikan pandangan yang
komprehensif mengenai aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah disusun, model penelitian dituangkan
pada Gambar 1

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji secara
empiris hubungan antara sanksi pajak, moral pajak, serta persepsi keadilan terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi. Pendekatan ini dipilih lantaran memungkinkan pengukuran hubungan
antar variabel secara menyeluruh serta objektif melalui data numerik dan analisis statistik
(Rizka et al., 2024). Data yang digunakan berhenis primer, dihimpun secara langsung dari
responden via penyebaran kuesioner berbasis Google Form. Kriteria responden dari penelitian
ini ditetapkan sebagai wajib pajak orang pribadi. Pengumpulan data dengan mendistribusikan
kuesioner lewat media sosial dalam rentang waktu 1 april hingga 2 Juni 2026. Teknik penarikan
sampel yang dipakai adalah snowball sampling, yaitu metode penentuan sampel yang dilakukan
dengan mendistribusikan tautan survei kepada responden yang telah sesuai dengan kriteria
penelitian, lalu meluas melalui rekomendasi dari responden sebelumnya hingga jumlah sampel
yang dibutuhkan tercukupi. Pengukuran tanggapan responden menggunakan skala /inkert
dengan rentang 1 sampai 5, yaitu skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3
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(netral), skala 4 (setuju), dan skala 5 (sangat setuju). Pernyataan dalam kuesioner disusun
berdasarkan indikator pada variabel penelitian ini dan disajikan dalam Tabel 1. Operasionalisasi
Variabel. Jumlah pengukuran sampel minimum dalam penelitian ini menggunakan metode The
10-Times Rule pada SEM-PLS (Hair et al, 2022). Berdasarkan pedoman ini, ukuran sampel
minimal dihitung dengan cara mengalikan jumlah indikator atau pertanyaan kuesioner terbanyak
yang mengukur satu variabel dengan angka sepuluh. Mengingat variabel dengan indikator
terbanyak dalam penelitian ini diukur menggunakan enam pernyataan kuesioner, maka jumlah
sampel minimal yang wajib dikumpulkan sebanyak 60 responden. studi ini berhasil
mengumpulkan total 154 responden. Sehingga dengan angka yang dikumpulkan, maka telah
memenuhi kriteria dan dinyatakan memadai untuk dilakukan analisis.

Metode pengolahan data yang diterapkan adalah Partial Least Squares-Structural
Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Metode ini dipilih
karena mampu menganalisis hubungan antarvariabel laten secara bersamaan, tanpa memerlukan
asumsi normalitas dengan standar yang tinggi dan dapat digunakan pada ukuran sampel kecil
hingga menengah (Hair et al., 2021)

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Melalui kajian ini, temuan diuji secara statistik dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0.
sebanyak 154 responden yang berstatus wajib pajak orang pribadi dilibatkan dan sebagaimana
ditampilkan pada Tabel 2. Untuk Selanjutnya akan dilakukan proses pengujian.

Model Pengukuran

Dalam kajian ini, hipotesis diuji menerapkan Pendekatan Partial Least Square melalui
aplikasi SmartPLS. Dalam model pengukuran meliputi pengujian validitas serta reliabilitas.
Uji Validitas Konvergen

Dalam pengujian validitas, dengan melihat nilai faktor loading. Hal ini diperlukan
dalam menilai indikator, mampu menggambarkan variabel laten dalam penelitian. Berdasarkan
hasil pada Tabel 3, PF4 memiliki nilai 0,656 dan hasil ini dapat dikategorikan cukup dan layak
digunakan dalam penelitian karena nilai tersebut masih di atas batas minimum 0,50. Meskipun
nilainya rendah dibandingkan dengan keseluruhan indikator lainnya yang telah memenuhi
kriteria > 0,70. Secara keseluruhan, konstruk tetap memenuhi validitas konvergen selama nilai
AVE dan reliabilitas konstruk melebihi batas yang disyaratkan.

Tahap ini akan menjelaskan pengujian validitas konstruk. Indikator dikatakan telah
lolos validitas berdasarkan koefisien masing-masing Average Variance Extracted (AVE)
melebihi nilai variabel lainnya, dengan ambang batas melebihi 0,5 dikategorikan baik.

Mengacu pada Tabel 3, secara keseluruhan variabel yang mengkaji sanksi pajak, moral pajak,
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persepsi keadilan serta kepatuhan wajib pajak melebihi 0,5. Berdasarkan hasil tersebut, secara
keseluruhan variabel memenuhi kriteria dan dilanjutkan ke analisis selanjutnya.
Uji Reliabilitas

Bagian ini berfungsi guna membuktikan reliabilitas pada unsur-unsur suatu konstruk.
koefisien composite reliability dinyatakan baik ketika melebihi ambang batas pengujian.
Mengacu pada Tabel 4, secara keseluruhan komponen memperoleh koefisien composite
reliability serta Cronbach Alpha lebih dari 0,70. Dapat di artikan reliabilitas komponen dalam
kajian ini mengandung tingkatan yang baik dan layak untuk dilakukan pengujian secara
mendalam.
Uji Validitas Diskriminan

Pengujian ini menjelaskan output analisis validitas diskriminan mengacu pada nilai
Cross-Loading. Dapat dikatakan lolos bilamana telah mempunyai koefisien Cross-Loading
melebihi variabel lain dalam penelitian ini. Sebagaimana hasil pengujian yang di tuangkan
dalam Tabel 5. Setiap komponen mempunyai koefisien Cross-Loading berada di atas daripada
variabel lain. Dapat disimpulkan, setiap aspek yang dikaji mampu mengukur serta memiliki
konsistensi dalam menjelaskan variabel pada kajian ini.
Model Struktural

Pengujian yang meliputi pengujian coefficeint determinasi (R?) serta Uji signifikansi
pengaruh (Path Coefficient).
Uji R-Square (R?)

Merujuk pada output analisis data pada Tabel 6, variabel sanksi pajak (X'), moral pajak
(X?) serta persepsi keadilan (X*) memperoleh angka R-Square sebesar 0,731. Mengacu pada
angka tersebut, variabel bebas pada penelitian ini memberikan kontribusi kepada variabel terikat
sebanyak 73,6%, sedangkan sebanyak 26,4% merupakan kontribusi faktor diluar cakupan kajian
ini.
Uji Signifikansi Pengaruh

Analisis dilakukan sesuai dengan pengolahan data pada Tabel 7 Sehingga membantu
mengevaluasi permasalahan yang dikaji. Dikatakan berpengaruh apabila memiliki probabilitas
signifikansi < 0,05 beserta nilai t melampaui 1,96.
Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mengacu pada Tabel 7 variabel sanksi pajak (Xi) mempunyai angka signifikansi
sebesar 0,018 (< 0,05) dan nilai t sebesar 2,369. H1 diterima. Artinya, sanksi pajak mempunyai
kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pada subjek pajak orang pribadi. Pemberlakuan
sanksi terhadap pelanggaran tanggung jawab perpajakan dapat mendorong kemauan untuk patuh

pada wajib pajak orang pribadi. Dalam pandangan teori kepatuhan, instrumen eksternal yang
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disebut sanksi pajak berkontribusi dan mendorong perilaku patuh pada regulasi perpajakan.
Pengoptimalan dan ketegasan penerapan sanksi menciptakan motivasi untuk patuh sebagai
bentuk upaya dalam menghindari risiko denda dan hukuman. Selain itu juga, dalam pandangan
teori atribusi faktor eksternal yang dikemukakan oleh Fritz Heider, instrumen eksternal yang
memengaruhi perilaku individu adalah sanksi pajak. Konsekuensi dari luar serta tekanan karena
adanya sanksi mendorong terbentuknya perilaku patuh.

Berdasarkan literatur terdahulu oleh (Jabina & Kasir, 2025; Toniarta & Merkusiwati,
2023; Umam & Arifianto, 2023) Selaras dengan penelitian ini. Yang berpendapat bahwa
kontribusi sanksi pajak memberikan dampak yang pasti dalam mendorong kepatuhan subjek
pajak. penelitian sebelumnya menghasilkan temuan serta tidak konsisten dengan hasil kajian ini
(Maulida et al., 2026; Rachmawati & Sholihin, 2025; Sada & Wekan, 2024) Memperoleh
temuan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. merujuk hasil jawaban
responden, rata-rata nilai berada pada angka 4 (setuju), kendati demikian, menyatakan
responden meyakini bahwa ketetapan sanksi, pemahaman sanksi, sanksi yang tegas, dan
penerapan sanksi pajak mendorong individu untuk patuh. Hal ini memperkuat temuan bahwa
sanksi pajak mengikat dan efektif berkontribusi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berlandaskan Tabel 7 pada variabel moral pajak mempunyai angka probabilitas sebesar
0,000 serta angka t-statistik 9.864. Dengan hasil itu, dapat dinyatakan moral pajak mempunyai
andil dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak sehingga H2 dinyatakan signifikan.
Tingginya moral pajak pada individu secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan sukarela.
Berlandaskan pada teori kepatuhan, faktor internal yang penting dalam memotivasi individu
untuk patuh tanpa adanya paksaan didefinisikan sebagai moral pajak. Perilaku kepatuhan
cenderung dilaksanakan oleh individu dengan moral pajak yang baik, sehingga membentuk
sikap tanggung jawab serta kesadaran untuk berkontribusi bagi negara. Selain itu, dalam
perspektif teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider, moral pajak berperan sebagai
aspek internal (disposisional) dalam memicu perilaku individu. Individu yang berpendapat
bahwa kepatuhan merupakan bagian dari nilai dan tanggung jawab pribadi akan lebih konsisten
dan berperilaku patuh. Sanksi pajak saja tidak optimal untuk mendorong kepatuhan wajib pajak,
perlu adanya motivasi dalam diri individu berupa moral pajak.

temuan kajian selaras dengan kajian terdahulu (Marfiana et al., 2025; Rahim et al., 2023;
Wakhi Anuar et al., 2025) Mengindikasikan timbulnya peningkatan moral pajak pada individu
akan berdampak pada kesadaran diri guna menjalakan tanggung jawab pajak secara sukarela.
Kendati demikian, capaian pengujian tidak sejalan dengan kajian terdahulu (Astuti et al., 2025;
Neyla Safitri et al., 2025; Saga et al., 2026) yang merefleksikan bahwa peran moral pajak tidak
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berdampak yang jelas terhadap perilaku patuh wajib pajak. Mengacu pada hasil penelitian
sebelumnya, moral pajak tidak berkontribusi guna mendorong tingkat kepatuhan. Berdasarkan
hasil keseluruhan responden, diperoleh jawaban sebesar 4 (setuju), yang menunjukkan bahwa
mayoritas responden percaya pada kesadaran kewajiban, kepatuhan moral, kejujuran,
kesukarelaan pajak, etika pajak, serta manfaat pajak yang dapat meningkatkan perilaku patuh.
Kondisi ini, merefleksikan moral pajak memiliki urgensi pada wajib pajak.

Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 7. Persepsi keadilan (X?) memperoleh angka P-value melewati 0,05
dengan angka 1.277 serta hasil t di bawah 1,966, dengan hasil uji 0,312. Dari hasil tersebut,
persepsi keadilan tidak memiliki dampak yang berarti dalam meningkatkan perilaku patuh
wajib pajak orang pribadi. Artinya, subjek pajak berpendapat bahwa ketidakadilan berkaitan
dengan sistem perpajakan bukan faktor penting dalam mendorong perilaku kepatuhan.
Berdasarkan teori kepatuhan, dijelaskan sebagai aspek eksternal yang memengaruhi perilaku
kepatuhan. Namun, berdasarkan kajian ini, persepsi keadilan tidak berdampak positif sehingga
tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang menggambarkan masih ada unsur lainnya
yang mempunyai kontribusi lebih baik, seperti sanksi pajak atau moral pajak. Dalam perspektif
teori atribusi, persepsi keadilan termasuk dalam unsur dari luar yang berdampak terhadap
perilaku seseorang. Ketika seseorang merasa bahwa sistem perpajakan masih kurang adil, hal itu
secara tidak langsung menurunkan perilaku wajib pajak untuk patuh. Hasil kajian ini, ada
tidaknya pandangan individu tentang keadilan pajak, hal ini tidak memiliki dampak yang
signifikan pada kepatuhan.

Temuan studi ini diperkuat oleh literatur terdahulu (Anggraini & Khairunnisa, 2022;
Kristanti & Anggraeni, 2026) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan yang merata dalam
sistem perpajakan belum cukup untuk mendorong perilaku patuh. Temuan tersebut bertentangan
dengan hasil riset oleh (Anggreani & Rantelangi, 2024; Anwar et al., 2024; Maharani &
Airawaty, 2026; Musah et al.,, 2026) mendapatkan hasil bahwa persepsi keadilan yang
dipandang wajib pajak pada sistem perpajakan akan meningkatkan niat untuk patuh terhadap
kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil jawaban responden, nilai rata-ratanya adalah 3
(netral). Mengacu pada jawaban responden, hal ini menunjukkan bahwa perspektif individu
tentang persepsi keadilan bersifat netral, sehingga keberadaan ketidakadilan tidak berpengaruh
pada perilaku patuh. Yang artinya responden belum sepenuhnya setuju atas keadilan dalam
mekanisme perpajakan, manfaat tidak sebanding dengan kontribusi, penggunaan pajak oleh
pemerintah serta penetapan tarif pajak sepenuhnya belum optimal. Sehingga mengindikasikan

persepsi keadilan belum berdampak guna membentuk perilaku kepatuhan.
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KESIMPULAN

Berlandaskan pada temuan, sanksi pajak dan moral pajak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sebaliknya persepsi keadilan tidak berdampak
positif dalam mendorong niat kepatuhan wajib pajak. Kajian ini merefleksikan bahwa
pemberlakuan tegas sanksi perpajakan serta yang tingkat moral pajak individu yang baik dan
melekat di diri wajib pajak akan berkontribusi menaikkan perilaku kepatuhan. Implikasi praktik
berdasarkan kajian yang dilakukan menunjukkan perlunya peningkatan dari otoritas pajak atas
penegakan sanksi pajak secara menyeluruh serta peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan,
serta pengoptimalan transparansi, konsistensi, kebijakan, dan pelayanan yang baik agar
mendorong kesadaran untuk mematuhi pajak yang berlaku. Penelitian ini memiliki keterbatasan
penggunaan kuesioner yang disebarkan secara daring, yang memiliki potensi subjektivitas pada
responden kuesioner. Berkaca pada hasil penelitian ini, diharapkan kajian berikutnya
memperluas objek penelitian pada wajib pajak badan, serta memperkaya model dengan
menambah variabel lain, seperti kepercayaan terhadap otoritas, pengetahuan dan kesadaran
pajak serta kualitas pelayanan fiskus.
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GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Sanksi Pajak
(X1)

Moral Pajak
(X2)

Persepsi Keadilan

H1+
H2+ Kepatuhan Wajib
> Pajak
(Y)
H3+

(X3)
Gambar 1. Model Penelitian
Sumber: Model Penelitian
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel
Variabel Indikator Item Sumber
Kepatuhan | Kesadaran Saya memahami bahwa membayar pajak | Jabina &
wajib pajak | Perpajakan merupakan kewajiban saya sebagai warga | Kasir
) negara Indonesia. (2025)
Kepatuhan Saya telah mendaftarkan diri sebagai wajib
Administrasi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketepatan Saya menghitung jumlah pajak yang harus saya
perhitungan bayar dengan benar dan jujur.
ketepatan Saya selalu membayar pajak sesuai dengan
pembayaran batas waktu yang telah ditentukan.
Ketepatan Saya selalu melaporkan Surat Pemberitahuan
pelaporan (SPT) Tahunan tepat waktu.
Sanksi Pajak | Efektivitas Saya merasa bahwa adanya sanksi pajak | Jabina &
(X1) sanksi membuat wajib pajak menjadi lebih disiplin | Kasir
dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (2025)
Pengetahuan Saya mengetahui bahwa jika saya tidak atau
sanksi terlambat  membayar pajak dan  tidak
melaporkan SPT, maka saya akan dikenakan
sanksi.
Motivasi Saya membayar pajak dan melaporkan SPT
Kepatuhan karena tidak ingin dikenakan sanksi.
Ketegasan Saya menilai bahwa sanksi pajak diterapkan
Sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan yang
berlaku tanpa pengecualian.
Kesadaran Saya menyadari bahwa jika saya tidak
sanksi mematuhi ketentuan perpajakan, maka saya
akan dikenakan sanksi.
Moral Pajak | kesadaran Saya percaya bahwa membayar pajak adalah | Wakhi
(X2) kewajiban kewajiban setiap warga negara Anuar
Kepatuhan Saya merasa sebagai warga negara, saya harus (2025)
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Moral mengikuti semua aturan perpajakan yang
berlaku.

Kejujuran Saya tetap akan membayar pajak dengan jujur

pajak meskipun kemungkinan diperiksa kecil.

kesukarelaan Saya bersedia mematuhi aturan perpajakan

pajak secara sukarela.

etika pajak Saya percaya bahwa menghindari pajak adalah

tindakan yang tidak benar.

manfaat pajak

Saya percaya bahwa pajak yang dibayarkan
bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Persepsi Keadilan . . . | Musah Et
Keadilan sistern Saya merasa bahwa sistem pprpajakan di al.,
(X3) . In(.lonesm sudah berjalan secara ad11.. (2026)

Keseimbangan | Pajak yang saya bayarkan sebanding dengan

manfaat manfaat yang saya rasakan dari layanan
pemerintah.

kepercayaan Saya percaya bahwa pemerintah Indonesia

pemerintah menggunakan  penerimaan  pajak  untuk
kepentingan seluruh masyarakat.

Keadilan Tarif | Saya merasa adil jika wajib pajak dengan
penghasilan tinggi membayar pajak lebih besar
dibandingkan wajib pajak dengan penghasilan
rendah.

Sumber: Data diolah peneliti (2026).
Tabel 2. Demografi Responden
Kriteria Jumlah Persentase
Jenis Kelamin
Laki-Laki 86 55,8%
Perempuan 69 44 8%
Usia Jumlah Persentase
< 25 Tahun 47 30.5%
26-35 Tahun 67 43,5%
36-45 Tahun 25 16,.2%
=45 Tahun 15 9. 7%
Pendidikan Jumlah Persentase
SMA 25 16,2%
D1 3 1,9%
D3 11 7.1%
51 102 66,2%
52 13 B.4%
TOTAL 154 100%
Sumber: Outpot Kuesioner penelitian
Tabel 3. Konvergen Validity
Variabel Laten Indikator Loading Average Variance Keterangan
Factor extracted (AVE)
Kepatuhan wajib Y1 0,826 Valid
pajak (Y) Y2 0,923 Valid
Y3 0,925 Valid
Y4 0,918 0,809 Valid
Y5 0,910 Valid
Y6 0,893 Valid
Sanksi Pajak (X1) X1.1 0,878 Valid
X1.2 0,860 0,706 Valid
X1.3 0,753 Valid
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X1.4 0,819 Valid

X1.5 0,883 Valid

Moral Pajak (X2) T™I 0,833 Valid
T™M2 0,919 Valid

T™M3 0,862 0,699 Val%d

™4 0,843 Valid

™S5 0,819 Valid

T™M6 0,730 Valid

Persepsi keadilan PF1 0,847 Valid
(X3) PF2 0,858 0.668 Valid

PF3 0,888 Valid

PF4 0,656 Valid

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian menggunakan SmartPLS (2026).

Tabel 4. Composite reliability

Variabel EZE;%(;T::; CrOAnlzizh S Keterangan
Kepatuhan wajib pajak 0,962 0,953 Reliabel
Sanksi Pajak 0,923 0,895 Reliabel
Moral Pajak 0,933 0,913 Reliabel
Persepsi Keadilan 0,888 0,833 Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian menggunakan SmartPLS (2026).

Tabel 5. Output analisis validitas diskriminan melalui Cross-Loading
TC ™ PF TS

TCl 0,826 0,873 0,634 | 0,598
TC2 0,923 0,762 0,555 | 0,541
TC3 0,925 0,776 0,597 | 0,562
TC4 0,918 0,729 0,561 | 0,606
TC5 0,910 0,718 0,554 | 0,627
TC6 0,893 0,663 0,508 | 0,629
™1 0,666 0,833 0,566 | 0,530
™2 | 0,777 0,919 0,604 | 0,591
™3 | 0,745 0,862 0,527 | 0,609
™4 | 0,721 0,843 0,577 | 0,508
™5 | 0,753 0,819 0,584 | 0,553
T™6 | 0,540 0,730 0,714 | 0,482
TS1 0,545 0,547 0,423 | 0,878
TS2 0,554 0,522 0,379 | 0,860
TS3 0,455 0,416 0,387 | 0,753
TS4 0,539 0,592 0,506 | 0,819
TS5 0,657 0,642 0,413 | 0,883
PF1 0,443 0,502 0,847 | 0,427
PF2 0,461 0,554 0,858 | 0,385
PF3 0,435 0,532 0,888 | 0,363
PF4 0,635 0,625 0,656 | 0,414
Sumber: Hasil pengolahan data penelitian menggunakan SmartPLS (2026).

Tabel 6. R-Square
Variabel R-Square

Kepatuhan wajib Pajak 0,736

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian menggunakan SmartPLS (2026).
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Tabel 7. Uji Hipotesis (Path Coefficient)

Hipotesisi

Pengaruh
Variabel

Original
Sampel
©

Sample
Mean
M)

Standard
Deviation
(STDEV)

T-
Statistic

P-value

Hasil

H,

Pengaruh Sanksi
pajak (X1)
terhadap
kepatuhan wajib
pajak (Y)

0.185

0.192

0.078

2,369

0,018

Diterima

Pengaruh Moral
pajak (X2)
terhadap
kepatuhan wajib
pajak (Y)

0.675

0.667

0.068

9.864

0,000

Diterima

Pengaruh persepsi
keadilan (X3)
terhadap
kepatuhan wajib
pajak (Y)

0.069

0.069

0.054

1.277

0,202

Ditolak

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian menggunakan SmartPLS (2026).
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